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ABSTRACT 
The electoral system is regulated in statutory regulations containing three main variables, 
namely voting, electoral district, and electoral formula. As stated in the Election Law, the 
objective of the electoral system is to exercise people's sovereignty. A provision which is in line 
with the universal democratic principle of the rulers directs this goal to build legitimacy for a 
stable and strong government in mobilizing the masses. democratically Election, namely 
balancing these operational objectives with their use as a means of fighting for the interests of 
the people through political participation and political socialization. 
Keywords: Election, Political Participation 
ABSTRAK 
Dalam peraturan perundang-undangan, pemilu sebagai sistem politik mengandung tiga unsur 
pokok yakni adalah : penyuaraan, distrik pemilihan dan formulasi pemilihan. Sedangkan 
dalam peraturan perundang undanga, pemilu mengandung tujuan yaitu untuk melaksanakan 
kedaulatan rakyat. Disisi lain pemilu menjadi satu ruang dimana rezim mengorientasikan 
tujuan pemilu pada satu upaya untuk membuat legitimasi masa atas rezim agar kepemimpinan 
dapat berlangsung secara kuat dan juga stabil. Sehingga secara demokratis dalam upaya 
penyeimbangan atas tujuan operasional pemilu maka rentetan alur kepemiluan digunakan 
sebagai alat perjuangan rakyat melalui partisipasi politk. 
Kata Kunci : Pemilu, Partisipasi Politik 
PENDAHULUAN 
Pemilihanx xumumx xadalahx xsutaux xkegiatanx xpolitikx xyangx 
terjadix xdix xlingkunganx xsosial.x xPemilihanx xumumx xmerupakanx 
salahx xsatux xalatx xdanx xsaranax xdalamx xsebuahx xpelaksanaanx 
kedaulatanx xyangx xmendasarx xpadax xdemokrasix xperwakilanx xdalamx 
sebuahx xnegara.x xPemilihanx xumumx xjugax xdapatx xdirumuskanx 
sebagaix xmekanismex xpenyele21ksianx xdanx xpendelegasianx xataux 
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xpenyerahanx xkedaulatanx xkepadax xseseorangx xyangx xdipercayaix 
xmelaluix xperolehanx xsuarax xdarix xmasyarakat. 
Pemilux xmerupakanx xserangkaianx xkegiatanx xpolitikx xyangx 
xdilakukanx xsecarax xdemokratisx xuntukx xmenampungx xkepentinganx 
xmasyarakatx xyangx xkemudianx xdirumuskanx xdalamx xberbagiax 
xbentukx xkebijakanx x(policy).x xPemilux xyangx xdilaksanakanx 
xdiharapkanx xmenjadix xrepresentasix xdarix xrakyatx xselakux xpemegangx 
xkedaulatanx xkhususnyax xdalamx xmenentukanx xpemimpinx xdalamx 
xrangkax xperwujudanx xdemokrasix xPancasila. 1 x xSebuahx xsistemx 
xpemilihanx xdapatx xberupax xseperangkatx xmetodex xtransformasix 
xsuarax xpemilihx xkedalamx xsuatux xkursix xdix xsebuahx xlembagax 
xlegislatifx xataux xparlemen.x xx x 
Berkenaanx xdenganx xsubjekx xpemegangx xkedaulatan,x xdalamx 
xteorix xhukumx xdanx xpolitikx xterdapatx xbeberapax xajaranx xpemegangx 
xkekuasaanx xtertinggix xdix xdalamx xnegara,x xyaitux x:x xteorix 
xkedaulatanx xTuhan,x xteorix xkedaulatanx xhukum,x xteorix xkedaulatanx 
xrakyatx xdanx xteorix xkedaulatanx xnegara.2 
Sistemx xpemilu,x xyangx xbiasanyax xdiaturx xdalamx xperaturanx 
xperundang-undanganx xsetidak-tidaknyax xmengandungx xtigax xvariabelx 
xpokok,x xyaitux xpenyuaraan,x xdistrikx xpemilihan,x xdanx xformulax 
xpemilihan.x xSebagaimanax xdinyatakanx xdalamx xUndang-Undangx 
xPemilu,x xtujuanx xdarix xsistemx xpemilux xadalahx xmelaksanakanx 
xkedaulatanx xrakyat.x xSuatux xketentuanx xyangx xsejalanx xdenganx 
xprinsipx xdemokrasix xuniversal.x xAkanx xtetapix xdalamx 
xpengoperasiannya,x xpenguasax xmenjuruskanx xtujuanx xtersebutx 
 
1
x xMarzukix xLubis,x xKewenanganx xBawaslu/Panwaslux xDalamx xPilkadax xSerentakx xpadax xPerspektifx 
xHukumx xTatax xNegarax xdanx xDemokrasix xdix xIndonesiax xTerkaitx xDenganx xRevisix xUndang-Undangx 
xPilkada.x xx x 
2
x xM.x xSollyx xLubis,x xIlmux xNegara,x xCV.x xMandarx xMaju,x x1990,x xhal.x x40. 
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xuntukx xmembangunx xlegitimasix xbagix xsuatux xpemerintahanx xyangx 
xstabilx xdanx xkuatx xdalamx xmemobilisasix xmassa.x xMakax xpemilux 
xsecarax xdemokratisx xyaknix xmenyeimbangkanx xtujuanx xoperasionalx 
xtersebutx xdenganx xpenggunaannyax xsebagaix xalatx xperjuanganx 
xkepentinganx xrakyatx xmelaluix xpartisipasix xpolitikx xdanx xsosialisasix 
xpolitik,x xmenjadix xterabaikan. 
Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana definisi Sistem Distrik atau Plurality  and Majority System 
atau Single Member Constituency ? 
2. Bagaimana definisi Sistem proporsional (Perwakilan berimbang) ? 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan 
kualitatif. Metode kualitatif dianggap menjadi pilihan terbaik ketika mengkaji 
kehidupan manusia untuk kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik dan 
kontekstual namun mendalam (in depth) dan bersifat total atau menyeluruh 
(holistic), dalam arti tidak mengedepankan pemilahan-pemilahan gejala 
secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif dan terisolir.  Siapa 
pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini haus menerapkan cara pandang 
penelitian yang bersifat induktif, berfokus terhadap makna individual dan 
menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan upaya mengumpulan data 
sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang difokuskan 
kepada bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku, majalah, 
dokumen perjanjian internasional (Deklarasi Buenos Aires), makalah-
makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang 
berkaitan dengan objek yang ditulis. Kepustakaan berupa, literatur terkait 
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seperti naskah ilmiah, media massa, laporan penelitian serta dokumen yang 
relevan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem Distrik  
Sistem ini disebut juga sebagai  Plurality  and Majority System atau 
Single Member Constituency. Menurut Encyclopedia Britannica, sistem 
ini adalah cara paling sederhana untuk menentukan hasil Pemilu. 
Sistem distrik dilaksanakan berbasis tempat daerah pemilihan, hal ini 
dimaksudkan dengan tidak mendasarkan pada kuantitas penduduk, 
melainkan pada lokasi yang telah ditetapkan. Setiap distrik memiliki 
satu wakil dalam  parlemenx xkecualix xpadax xvarianx xblockx xvotex 
xdanx xpartyx xblockx xvote. Untuk melaksanakan sistem distrik, maka 
suatu wilayah negara dibagi dalam sejumlah distrik. Kandidat dalam 
distrik yang meraih suara tertinggi akan menjadi pemenang. Bagi suara-
suara yang diperuntukkan pada calon yang tidak mencapai suara 
tertinggi akan dianggap hilang dan tidak diperhitungkan walaupun 
selisih suaranya tipis. 
Negara-negara yang menggunakan sistem distrik dalam pemilu yakni: 
Hal positif dalam penyelenggaraan sistem distrik antara lain: 
1. Mendorong terjadinya integrasi partai politik, hal ini disebabkan 
karena kursi yang diperebutkan hanya satu; 
2. Dapat mengurangi fragmentasi partai dan kecenderungan pendirian 
partai baru; 
3. Mendorong penyederhanaan partai secara alamiah; 
4. Wakil yang terpilih akan dikenal karena kecilnya distrik, sehingga 
hubungan dengan pemilih lebih dekat. Sehingga wakil akan 
memperjuangkan kepentingan distrik asalnya. 
5. Menguntungkan partai besar melalui efek distorsi dari pemilih-
pemilih lain, sehingga meraih mayoritas. 
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6. Sistem distrik relative sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. 
Terdapat pula sisi negative  dalam penyelenggaraan sistem distrik 
yakni: 
1. Sejauh ini masih dianggap kurang menjawab kepentingan partai 
kecil ataupun kelompok minor; 
2. Sistem distrik dianggap kurang representative; 
3. Bagi masyarakat dengan budaya plural, sistem distrik tidak dianggap 
sebagai sistem yang efektif. 
4. Wakil yang terpilih dianggap akan cenderung hanya memperhatikan 
kepentingan distrik dan konstituennya belaka, daripada 
kepentingan nasional. 
Dalam  sistem distrik terdapat lima varian dalam pelaksanaannya yaitu: 
1. Firstx xpastx xthex xpost 
Sistemx xinix xmemakaix xsinglex xmemberx xdistrictx xdanx 
xpemilihanx xyangx xberpusatx xpadax xcalon,x xpemenangx 
xyaknix xcalonx xdenganx xraihanx xsuarax xterbanyak. 
2. Alternativex xvote 
Sistemx xAVx xinix xmemilikix xkesamaanx xdenganx xsistemx 
xFPTP,x xnamunx xpemilihx xdiberix xkebebasanx xuntukx 
xmenentukanx xpreferensinyax xkepadax xcalonx xyangx xada. 
3. Twox xroundx xsystem 
Sistemx xTRSx xinix xmenggunakanx xputaranx xkeduax xsebagaix 
xacuanx xpenentuanx xpemenang,x xandaikanx xtidakx xadax 
xpemenangx xmayoritas. 
4. Blockx xvote 
pemilihx xmemilikix xkebebasanx xuntukx xmemilihx xcalon-calonx 
xindividux xyangx xterdapatx xdalamx xdaftarx xcalon,x xtanpax 
xmelihatx xafiliasix xdarix xcalonx xtersebut. 
5. Partyx xblockx xvote 
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Sistemx xPBVx xinix xx xmemilikix xkemiripanx xdenganx xBV,x 
xyangx xdijadikanx xacuanx xadalahx xdaftarx xx xpartai-partaix 
xyangx xada,x xbukanx xcalonx xindividu. 
Negara-negara yang menggunakan sistem distrik ini antara lain 
Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan India. 
Sistem Proporsional 
Sistem proporsional (Perwakilan berimbang) yakni sistem pemilihan 
yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah 
kursi di daerah pemilihan. Landasan pemikiran sistem ini yakni 
hadirnya kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih 
bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislative. Dalam 
sistem ini dikenal istilah district magnitude. Dengan menggunakan 
sistem ini alokasi terbanyak dalam pengisian lembaga legislatif 
tertumpu pada daerah yang memiliki angka penduduk yang tinggi. 
Sehingga partai politik yang memenangkan pemilu pada suatu wilayah 
akan berbanding lurus dengan perolehan suara partai.  
 Padax xsistemx xproporsionalx xadax xsejumlahx xmekanismex 
xyangx xdigunakanx xuntukx xmenentukanx xperolehanx xkursi.x 
xSecarax xgarisx xbesarx xteknikx xpenghitunganx xsuarax xdipilahx 
xmenjadix xdua,x xyaitux xteknikx xkuotax xdanx xdivisor. 
 Teknikx xkuotax xataux xdikenalx xjugax xdenganx xsuarax 
xsisax xterbesarx x(thex xlargestx xremainder)x xterdapatx xbeberapax 
xvarianx xdix xantaranyax xvarianx xHarex xdanx xDroop.Cirix 
xumumx xdarix xteknikx xkuotax xadalahx xadanyax xbilanganx 
xpembagix xpemilihx xyangx xtidakx xtetap,x xtergantungx xpadax 
xjumlahx xpemilih.x xTeknikx xdivisorx xataux xdikenalx xjugax 
xdenganx xperhitunganx xrata-ratax xangkax xtertinggix x(thex 
xhighestx xaverage)x xmunculx xberkaitanx xdenganx xkelemahanx 
xyangx xditemukanx xpadax xteknikx xkuota. 
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Hal positif sistem proporsional yakni: 
1. Dianggap lebih representatif. 
2. Dianggap lebih demokratis, karena setiap suara dihitung dan tidak 
ada yang hilang. 
3. Memberikan kesempatan bagi partai kecil dan golongan minoritas. 
4. Tepat diterapkan bagi negara yang masyarakatnya heterogen dam 
penduduknya plural. 
Hal yang dianggap negative dari  sistem proporsional yakni: 
1. Kurang mendorong partai-partai untuk lebih berintegrasi 
2. Mempermudah fragmantasi partai 
3. Memberikan kedudukan yang begitu kuat bagi pimpinan partai 
melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar 
calon 
4. Sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + satu) 
Dalam  sistem proporsional terdapat dua model dalam pelaksanaannya 
yaitu: 
1. Sistem proporsional tertutup 
Pemilih cukup memilih tanda gambar atau lambang partai. 
Kelebihan sistem ini adalah: 
1) mendorong peran partai politik dalam kaderisasi sistem 
perwakilan. 
2) mendorong institusionalisasi partai politik.  
Kekurangannya antara lain: 
1) pengkondisian mekanisme pencalonan kandidat wakil rakyat 
yang tertutup. 
2) dimungkinkan terjadi oligarki di internal partai. 
3) terbukanya ruang politik uang di internal partai  dalam bentuk 
jual beli nomor urut. 
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2. Sistemx xProporsionalx xTerbuka 
Pemilihx xdapatx xmemilihx xnamax xataux xfotox xkandidatx 
xyangx xterdapatx xdalamx xsuratx xsuara.x xMekanismex xinix 
xmenuntutx xpartaix xpolitikx xuntukx xmenyajikanx xdaftarx 
xkandidatx xwakilx xrakyatx xuntukx xdimasukkanx xkex xdalamx 
xsuratx xsuarax xdanx xkandidatx xyangx xmeraihx xsuarax 
xterbanyakx xterpilihx xsebagaix xwakilx xrakyat.x xKelebihanx 
xsistemx xinix xantarax xlain: 
1) akanx xterbangunx xkedekatanx xantarax xpemilihx xdenganx 
xkandidat. 
2) pemilihx xdapatx xmemberikanx xsuaranyax xsecarax 
xlangsungx xkepadax xkandidatx xyangx xdisukaix xsesuaix 
xpreferensinya. 
3) memperkuatx xpartisipasix xdanx xcontrolx xpublicx xsehinggax 
xmendorongx xpeningkatanx xkinerjax xpartaix xdanx 
xparlemen. 
4) dinamikax xinternalx xpartaix xtinggi,x xsehinggax 
xmendorongx xmesinx xpartaix xbergerakx xefektif,x xcalegx 
xpopularx xdapatx xmendongkrakx xelektabilitasx xpartai. 
Kekurangan dari sistem ini antara lain: 
1) ada potensi mereduksi peran partai politik secara institusi 
2) kemungkinan terciptanya kontestasi antar kandidat di internal 
partai. 
3) membuka ruang politik uang yang massif. 
Negara-negara yang menggunakan sistem distrik ini antara lain 











1. Sistem ini disebut juga sebagai  Plurality  and Majority System atau 
Single Member Constituency. Menurut Encyclopedia Britannica, 
sistem ini adalah cara paling sederhana untuk menentukan hasil 
Pemilu. Sistem distrik dilaksanakan berbasis tempat daerah 
pemilihan, hal ini dimaksudkan dengan tidak mendasarkan pada 
kuantitas penduduk, melainkan pada lokasi yang telah ditetapkan.  
2. Sistem proporsional (Perwakilan berimbang) yakni sistem 
pemilihan yang memperhatikan rasio pertumbuhan serta 
kepadatan penduduk yang di sesuaikan denga jumlah perwakilan 
politik. Hal ini muncul sebagai kesadaran untuk membaca rasio 
masyarakat dengan perwakilan menurut proporsi lembaga 
legislatif. 
Kompleksitas situasi politik nasional terus berubah dan terus 
berkembang seiring berjalannya. Maka dari itu kami mengharapkan dengan 
berkembangnya situasi politik dan polemik yang tak berujung menjadi satu 
instrument untuk menciptakan pembangunan nasional yang berkualitas 
karena terlahir dari konflik dan pertarungan ide politik yang massif. Konflik 
yang berkualitas akan menciptakan tatanan masyarakat yang berkualitas pula, 
dalam konteks politik nasional harapan tersebut bertumpu pada penciptaan 
stabilitas politik tapi bukan dalam ruang keterpimpinan belaka serta 
penciptaan kualitas pembangunan yang berperadaban. Karena dalam 
pembangunan nasional tidak hanya menjadi tugas aparatur pemerintahan dan 
partai politik saja,  tugas terpenting ada pada akar masyarakat sipil sebagai 
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